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PUTUSAN
Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Batg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 7303024809840002, tempat dan tanggal lahir
Bantaeng, 08 September 1984, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata |, tempat
kediaman di Btn Puri Taman Lembang, Rt 003 Rw 003,
XXXXXXXXX XXXXXXXK,  XXXXXKXXX XXXXXXXXK,  XXXXXXXXX

XXXXXXXX, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. 7303021302860001, tempat dan tanggal lahir
Bantaeng, 13 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan
XXxxxXxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jalan T. A. Gani (depan Sd Inpres
Be’lang/kos Babak Ciang), XXXXXXXXX XXXXX XXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, Sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 12 Desember
2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor
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412/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari
Jumat, tanggal 07 Mei 2004 dan tercatat pada PPN KUA XXXXXXXXX
XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
127/25/V/2004 tertanggal 07 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Manggis, Kelurahan
Tappanjeng, XXXXXXXXX XXXXxXxX, kabupaten Bantaeng dan terakhir
tinggal di rumah bersama di KABUPATEN BANTAENG;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
3.1. ANAK 1, perempuan, NIK 7303025909040004, tempat
tanggal lahir Bantaeng, 19 September 2004, umur 19 tahun,
pendidkan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dalam asuhan
Penggugat;
3.2. ANAK 2, laki-laki, NIK 7303021304070002, tempat tanggal
lahir, Bantaeng, 13 April 2007, umur 16 tahun, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, dalam asuhan Penggugat;
3.3. ANAK 3, laki-laki, NIK 7303021306160001, tempat tanggal
lahir Bantaeng, 13 Juni 2016, umur 7 tahun, Pendidikan Sekolah
Dasar, dalam asuhan Penggugat;
4, Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 pernikahan mulai
muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan
Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan
pertengkaran ialah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan
perempuan lain;
6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Agustus tahun 2021
pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat saling kirim pesan chat
dengan perempuan lain yang bernama jihan hingga membuat Penggugat
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marah dan terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan

tidak pernah kembali yang hingga kini telah mencapai selama kurang
lebih 2 tahun 4 bulan lamanya,;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan

perceraian pada pengadilan Agama Bantaeng namun dicabut dan rukun

kembali;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang

terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang

telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat

merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh

karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini
dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara

sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat TERGUGAT

terhadap Penggugat PENGGUGAT,;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang
berlaku;
Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut

hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
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persidangan meskipun telah dipanggila secara resmi dan patut dengan relaas
panggilan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Batg. tanggal 14 Desember 2023 dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup
untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan
tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
7303024809840002 tanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi
Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/25/V/2004 yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Mei 2004, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.2;

B.
Saksi:
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1. SAKSI 1 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXXXX
XXXXX, tempat kediaman di  XXXXX XXXXX XXXXX XX,  XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banta,eng, XXXXXXXXX XXXXXXXX, sahabat
Penggugat sejak SMP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal

di kediaman bersama di Perumahan Puri Taman Lembang Bantaeng;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak

yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun
dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi
sejak tahun 2010;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering mendengar curahan hati Penggugat tentang
masalah rumah tangganya sejak tahun 2010 yang disebabkan hadirnya

perempuan idaman lain;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sejak tahun 2010 sampi
dengan sekarang Tergugat telah menjalin hubungan dengan tiga orang

wanita idaman lain;

- Bahwa sekitar tahun 2010 saksi bersama dengan Penggugat
pernah berkunjung ke rumah perempuan yang bernama Eka di malam
hari namun penghuni rumah tidak kunjung keluar dan saat saksi dan
Penggugat berkunjung kembali di pagi hari, saksi melihat Tergugat keluar

rumah tersebut melalui pintu belakang;
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- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat berboncengan dengan
perempuan yang bernama Meme’ dan perempuan tersebut dalam posisi
memeluk Tergugat;

- Bahwa saksi juga mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat

menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Jihan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal dua tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi bersatu selayaknya suami dan istri;

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak
sanggup lagi merukunkannya;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata
1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Gelatik, Nomor 15, XXXXXXXXX
XXHXXXXXXXXXX,  XHXXKXXXX  XXXXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, sahabat
Penggugat sejak SMP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal
di kediaman bersama di BTN Puri Taman Lembang Bantaeng;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak

yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun
dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi
sejak tahun 2010;
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering mendengar curahan hati Penggugat tentang
masalah rumah tangganya yang disebabkan hadirnya perempuan

idaman lain sejak tahun 2010;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sejak tahun 2010 sampi
dengan sekarang Tergugat telah menjalin hubungan dengan tiga orang

wanita idaman lain;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan
perempuan yang bernama jihan sejak tahun ini;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal dua tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi bersatu selayaknya suami dan istri;

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak

sanggup lagi merukunkannya;

3. SAKSI 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan XxX XXXXX
XXXxXx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sepupu
Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal

di kediaman bersama di BTN Puri Taman Lembang Bantaeng;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak

yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun
dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi
sejak tahun 2010;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering mendengar curahan hati Penggugat tentang
masalah rumah tangganya yang disebabkan hadirnya perempuan

idaman lain sejak tahun 2010;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan wanita idaman
lain, saksi hanya melihat bahwa sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak
tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal dua tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi bersatu selayaknya suami dan istri;

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak
sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang
telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan
gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1)
R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi
sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya
perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan
10, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan
dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen
sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterali,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh
karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat
ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan terbukti Pengadilan
Agama Bantaeng berwenag dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan
antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2004,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga
berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat
terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Penggugat berhak
serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh
karenanya patut dikualifisir sebagai Legitima Persona Standi in Judicio ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah
disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara
terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama
dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana
merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana
maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi Il Penggugat mengenai
perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama dua
tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti
sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat,
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Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai
berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah
dikaruniai tiga orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan
tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
dua tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di
atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang
menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun dan
tidak pernah lagi bersatu sebagaimana diuraikan di atas dan selama pisah
sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing, yang mana telah menjadi
fakta, maka hal tersebut menunjukkan bahwa selama itu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan hal tersebut sebagai
bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena pertengkaran antara
suami isteri tidak harus dengan suara keras, kata-kata yang menyakitkan,
saling membentak atau terjadi kekerasan fisik akan tetapi saling diam,
komunikasi tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan gagal
upaya damai maka dapat diartikan antara suami isteri telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997,
menyatakan bahwa: “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi/ kembali, maka rumah tangga tersebut
telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf
(f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
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Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Hakim dan para saksi Penggugat
telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil, oleh karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agar bisa
menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, maka suami isteri
diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak
dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum karena hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami
isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan
bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan,
agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga
bukan dengan pola hidup berpisah sehingga tidak dapat mewujudkan hak dan
kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaima uraian pertimbangan di atas kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan sudah tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh
Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat diwujudkan
Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas,
maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum
Islam dalam Fighus Sunnah Juz |l : 248 yang berbunyi sebagai berikut :
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“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan
dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam
perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu
lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak
dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak
satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan
Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka
Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta

dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp3300.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh
kami Nova Noviana, S.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat lzin
Persidangan dengan Hakim Tunggal Nomor : 173/KMA/HK.05/08/2021,
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penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara
elktronik, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti
Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd
Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2 Proses Rp100.000,00
3. Panggilan Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
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